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Harmonisasi peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting dalam sistem hukum nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hukum pajak dan hukum kepailitan memiliki kesamaan dalam mengatur utang yang berdampak kepada kedudukan kreditor dan penyitaan sebagai eksekutorial dari harta jaminan kebendaan. Hal ini menyebabkan adanya hak mendahulu dari masing-masing peraturannya sehingga membutuhkan pendekatan hukum yang holistik dengan mengacu pada teori Friedmann yaitu substansi (substance), struktur (structure), dan budaya/kultur (culture) dengan mempertimbangkan cost and benefitnya. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Tahap penelitian dilakukan dalam dua tahap yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan wawancara. Analisis data dilakukan menggunakan metode yuridis kualitatif.
Penelitian ini memperoleh 2 (dua) hasil. Pertama hak mendahulu negara atas tagihan pajak dalam kepailitan tidak diatur sehingga perlu harmonisasi dengan ketentuan hukum pajak (UU KUP) dan hukum privat lainnya yang mengatur khusus. Disamping itu terdapat kekaburan prinsip dalam substansi hukumnya terkait prinsip pari passu prorate parte yang tidak jelas baik pembagian proporsionalnya maupun melakukan pelunasan sesuai urutan structured creditor.Kedua, hak mendahulu negara atas atas penyitaan baik secara perdata maupun pidana dalam kepailitan sudah diatur khusus namun tidak diharmonisasikan dengan ketentuan pajak (UU PPSP dan UU HPP). Sita umum yang diatur khusus dalam hukum kepailitan berakibat sita lain menjadi hapus menyebabkan disharmonisnya dengan sita pajak administrasi dalam UU PPSP maupun sita pidana pajak dalam UU HPP. Disamping itu terdapat ketidakadilan dalam substansi hukumnya karena kreditor separatis diberikan eksekutorial hak jaminan kebendaan dalam jangka waktu 60 (hari) sejak debitur dinyatakan insolvensi sedangkan kreditur preferen tidak.
.
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Harmonization of laws and regulations is very important in the national legal system which aims to improve the welfare of a just, prosperous and prosperous society. Tax law and bankruptcy law have similarities in regulating debt which has an impact on the position of creditors and confiscation as executorial of material collateral assets. This is what causes the privilege rights of each of the regulations so that it requires a holistic legal approach with reference to Friedmann's theory, namely substance, structure, and culture by considering the costs and benefits.
The approach method used in this study is a normative juridical approach. The research specification used is descriptive analysis. The research phase was carried out in two stages, namely library research and field studies. Data collection techniques were carried out by literature studies and interviews. Data analysis was carried out using qualitative juridical methods.
This study obtained 2 (two) results. First, the state's prior rights to tax bills in bankruptcy are not regulated so that it needs to be harmonized with the provisions of tax law (UU KUP) and other private laws that specifically regulate. In addition, there is a vagueness of principle in the legal substance related to the principle of pari passu prorate parte which is not clear, both proportional distribution and repayment according to the order of structured creditors. tax provisions (PPSP Law and HPP Law). General confiscations which are specifically regulated in bankruptcy law result in other confiscations being nullified, causing disharmony with administrative tax confiscations in the PPSP Law and criminal tax confiscations in the HPP Law. Besides that, there is an injustice in the legal substance because the separatist creditors are given the executorial rights of material security within a period of 60 (days) since the debtor is declared insolvent while the preferred creditor does not.
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